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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Karakteristik 
Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris 
Pada Kab/Kota Se Jawa Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti Laporan Keuangan 
Pemerintah daerah dengan mengambil sampel 70 kabupaten/kota di Jawa Tengah 
tahun 2012/2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi 
Jawa Tengah pada tahun 2012/2013. dengan menggunakan metode sampeljenuh. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji 
hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah 
berpengaruhterhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013, Kemakmuran berpengaruhterhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2012-2013, Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013. 
Sedangkan Pendapatan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-
2013. 
kata kunci: kinerja Keuangan, karakteristik, ukuran pemda, kemakmuran, ukuran 
legislatif, pendapatan pemerintah daerah. 
ABSTRACT 
 This study aims to analyze the characteristics of the Local Government 
Influence on the Performance of Local Government Finance ( Empirical Study In 
District / City Central Java) . This study aims to determine how much influence 
the characteristics of local governments on the financial performance of local 
governments . This study examines the regional Government Financial Statements 
by taking samples of the 70 districts / cities in Java years 2012 /2013 . The data 
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used in this research is secondary data . The analytical tool used in this research 
is multiple linear regression . 
 The population in this study are all districts / cities in Central Java 
province in the year 2012/2013 . using saturated sample . Analysis of the data 
used in this study is the classical assumption test and test hypotheses using 
multiple regression analysis . 
 The results of this study indicate that the size of the effect on 
performance of Local Government Local Government Finance District / City of 
Central Java province in 2012-2013, Prosperity affect the financial performance 
District Government / City of Central Java province in 2012-2013, the legislative 
measure has no effect on performance Local Government financial District / City 
of Central Java province in 2012-2013. While theintergovernmental revenue do 
not affect the Financial Performance of the District Government / City of Central 
Java province in 2012-2013. 
 
keyword: financial performance , characteristics , size of government , prosperity 




Krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1996 dan puncaknya pada 
tahun 1997 mendorong pemerintah pusat mendelegasikan sebagian wewenang 
untuk pengelolaan keuangan kepada daerah sehingga diharapkan daerah dapat 
membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri Azhar 
(2008). Terjadinya gejolak sosial pada tahun 1999 memunculkan lahirnya 
otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam 
undang-undang No. 32 tahun 2004 dan undang-undang No. 33 tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu 
Kabupaten maupun Kota, untuk mengatur pemerintahannya sendiri baik dalam 
bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Pemerintah daerah 
memiliki keleluasaaan pengambilan keputusan serta mempunyai kewenangan 
luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan tujuan 
menyejahterakan masyarakat (Mercy, 2013). 
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Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan 
memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, 
Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998). Wood (1998) mengungkapkan bahwa 
fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi 
bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang 
diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Selain itu, tuntutan pengukuran 
kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa 
masih buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang dapat 
terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), 
Anwar Nasution (Antaranews.com,2007), bahwa masih buruknya transparansi dan 
akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya 
penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sesuatu 
yang penting untuk dilakukan. 
2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1.1 Teori  Keagenan (Agency theory) 
Dalam agency theory terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau 
kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan 
pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent (Halim dan Abdullah 
2006).Agency problem muncul ketika principal mendelegasikan kewenangan 
pengambilan keputusan kepada agent (Zimmerman 1977).Hubungan keagenan 
ini menimbulkan permasalahan yaitu, adanya informasi asimetris, dimana salah 
satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak dari pada pihak lainnya. 
2.1.2 PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah 
Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi 
tersebut.Organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan 
ketentuan dari pada organisasi kecil Suhardjanto dan Yulianingtiyas 
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(2011).Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk 
melakukan transpransi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk 
akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak 
dalam laporan keuangan.Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan 
size sebagai salah satu variabel independen.Patrick (2007) menemukan 
bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap 
penerapan sebuah inovasi administratif baru, yaitu GASB 34.Sumarjo 
(2010) Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah : 
H1 : Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
2. Pengaruh kemakmuran terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah 
Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi 
kebutuhan.Sumarjo (2010) menyatakan bahwa kemakmuran (wealth) dari 
pemerintah daerah dapat dilihat dari PAD. PAD merupakan kekayaan rill 
dari masing-masing daerah. PAD sendiri bersumber dari pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan, dan 
lain-lain PAD yang sah.  
PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah 
telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD 
sehingga memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan daerah dengan PAD yang masih rendah. Penelitian mengenai 
pengaruh PAD sebagai proksi dari kemakmuran terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah diperkuat dengan hasil penelitian Surepno (2013) yang 
menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah baik yang diukur menggunakan rasio efisiensi maupun 
rasio efektivitas.Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Sumarjo 
(2010) yang menyatakan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh terhadap 
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kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas, maka hipotesis 
penelitian ini adalah: 
H2 : Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 
3. Pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 
Gillingan dan Matsusaka (2001) menggunakan legislature size sebagai 
variabel independen dalam menguji pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal 
di Pemda Amerika Serikat pada awal pertengahan abad ke-20.Hasil 
penelitiannya menemukan bahwa legislature size secara signifikan dan 
positif berpengaruh terhadap kebijakan fiskal. Dalam pemerintahan 
Indonesia, yang berperan  sebagai badan legislatif adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai wakil masyarakat 
memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar 
selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan 
pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar tercipta suasana 
pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.Suhardjanto dan 
Yulianingtyas (2011) menemukan bahwa ukuran legislatif berpengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas, 
maka hipotesis penelitian ini adalah: 
H3: Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 
 
4. Pengaruh pendapatan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah 
Patrick (2007) mengartikan pendapatan pemerintah daerah sebagai 
salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer dana 
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan 
pemerintah daerah. Transfer tersebut di Indonesia sebagai dana 
perimbangan Suhardjanto et al.,(2010). Adanya implementasi otonomi 
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daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia  mengakibatkan kewenangan 
yang begitu luas yang diserahkan ke daerah membawa konsekuensi 
terhadap pembiayaan. Diperlukan adanya dana pusat yang diserahkan ke 
daerah dalam upaya mengurangi ketimpangan baik vertical maupun 
horizontal. Dana tersebut dalam peraturan perundang undangan dinamakan 
dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut bersama PAD merupakan 
sumber dana yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di 
tingkat daerah. Ketergantungan yang dimiliki pemerintah daerah di 
Indonesia terhadap dana perimbangan yang di transfer dinilai masih sangat 
tinggi, dapat menjadi salah satu permasalahan terkait otonomi dan 
desentralisasi keuangan daerah Antara jatim (2014). Hal itu juga dapat 
dibuktikan oleh penelitian Aziz (2014) yang menyatakan bahwa 
pendapatan antar pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian 
ini adalah: 
H4: pendapatan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
3. METODE PENELITIAN 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten  atau  kota di provinsi  
jawa tengah periode tahun 2012-2013.Sampel dalam penelitian ini merupakan 
sampel jumlah yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel.Teknik 
pengambilan sempel pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 
sampel jenuh. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 
1. Kabupaten/kota yang mengeluarkan laporan keuangan pemerintah daerah 
selama periode tahun 2012-2013 yang dipublikasikan pada situs 
www.djpk.kemenkeu.go.id. 
2. Data yang dibutuhkan secara lengkap sesuai yang dibutuhkan atau setiap 
Kabupaten/kota dengan lengkap mempublikasikan antara periode tahun 2012-
2013. 
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3.1.1 Variabel dependen 
Kinerja Keuangan merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi  (Bastian, 
2006). Pengukuran kineja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan 
menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Moore, 
2003). Penilaian efisiensi sangat penting dilakukan karena akan berdampak 
pada standar hidup masyarakatLorenzo dan Sanchez (2007). Perhitungan rasio 





3.1.2 Variabel independen 
1. Ukuran Pemerintah Daerah (size) 
Size dapat di ukur dengan jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan 
tingkat produktifitas (Daman pour, 1991). Peneliti ini menggunakan total 
asset sebagai proksi untuk mengukur ukuran Pemerintah Daerah. 
2. Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah 
Menurut Abdullah (2004) kemakmuran (wealth) pemerintah daerah dapat 
dinyatakan dengan jumlah PendapatanAsli Daerah (PAD).Pertimbangan 
pengukuran kemakmuran dengan PAD ini karena meskipun kecilnya 
kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah di Indonesia (sekitar 1% -16%), 
PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah 
tersebut (Suhardjanto et al., 2010).Selain itu, dari semua jenis pendapatan 
(PAD, pendapatan antar pemerintah, dan pendapatan hukum lainnya) hanya 
PAD tersedia dalam SKPD Rosdini (2008). 
3. Ukuran Legislatif 
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat atas 
kinerja keuangannya.Pada era otonomi ini, peranan pengawasan yang 
dilakukan oleh DPRD merupakan sesuatu yang sangat penting (Winarna dan 
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Murni, 2007). Penelitian yang dilakukan Gilligan dan Matsusaka (2001) 
menggunakan jumlah total anggota DPRD dalam mengukur ukuran legislatif. 
4. Pendapatan pemerintah daerah 
Pendapatan pemerintah daerah merupakan bagian dari pendapatan yang 
berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan Pemerintah 
Daerah dari transfer pemerintah pusat (Sumarjo, 2010). Penelitian Patrick 
(2007) menghitung pendapatan antar pemerintah daerah dengan membagi 
total pendapatan pemerintah daerah dengan total pendapatan dalam setahun. 
Perhitungan pendapatan  pemerintah daerah dirumuskan sebagai berikut: 
Pendapatan pemerintah daerah = ୘୭୲ୟ୪ ୈୟ୬ୟ ୔ୣ୰୧୫ୠୟ୬୥ୟ୬
்௢௧௔௟௉௘௡ௗ௔௣௔௧௔௡
 
4. Metode Analisis Data 
Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
menggunakan data sekunder pada website www.djpk.kemenkeu.go.id pada tahun 
2012-2013. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic 
deskriptif, uji asumsi klasik, dan menggunakan metode analisis regresi linear 
berganda dengan persamaan sebagai berikut: 
KNJ = α +β1 SIZE + β2 WLTH + β3 DPRD + β4 IR+ e 
Keterangan: 
KNJ = Kinerja Keuangan Pemerintah 
SIZE = Ukuran Pemerintah 
WLTH = Kemakmuran 
DPRD = Ukuran Legislatif 
IR  = Pendapatan Pemerintah daerah 
α  = Konstanta 
β1,….,β4 = Koefisien Regresi 




5. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata deskriptif variabel 
SIZE diperoleh nilai terendah sebesar 2,20, nilai tertinggi sebesar 3,26, nilai rerata 
sebesar 2,6883, nilai penyimpangan baku sebesar 2,6883, variabel WLTH diperoleh 
nilai terendah sebesar 3,13, nilai tertinggi sebesar 3,38 nilai rerata sebesar 3,2341, 
nilai penyimpangan baku sebesar 0,06441, variabel DPRD diperoleh nilai terendah 
sebesar 3,14, nilai tertinggi sebesar 3,39, nilai rerata sebesar 3,2456, nilai 
penyimpangan baku sebesar 0,06453,variabel IR diperoleh nilai terendah sebesar 
3,31, nilai tertinggi sebesar 3,48, nilai rerata sebesar 3,3889, nilai penyimpangan baku 
sebesar 0,04490,dan pada variabel KNJ diperoleh nilai terendah sebesar 0,08, nilai 
tertinggi sebesar 0,25, nilai rerata sebesar 0,1820, nilai penyimpangan baku sebesar 
0,04155. 
Tabel  1 


















































Sumber: Data Sekunder Diolah  
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Tabel regresi linear berganda di atas menunjukkan hasil pengujian sebagai 
berikut:  
Hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien regresi ukuran pemerintah (b1) 
bernilai negatif sebesar -0,066,didukung nilai thitung>ttabel (-3,023>-1,998) dan 
signifikansi < 0,05 (0,001< 0,05),sehingga dapat disimpulkan ukuran pemerintah 
daerah berpengaruhterhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah periode 2012-2013.  
 Hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien regresi kemakmuran (b2) 
bernilai positif sebesar 0,947, didukung nilai thitung>ttabel (2,200>1,998) dan 
signifikansi < 0,05 (0,031< 0,05), sehingga dapat disimpulkan kemakmuran 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah periode 2012-2013.  
 Hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien regresi ukuran legislatif (b3) 
bernilai negatif sebesar -0,323, didukung nilai -thitung>-ttabel  (-0,854 < -1,998) dan 
signifikansi> 0,05 (0,396> 0,05), sehingga dapat disimpulkan ukuran legislatif 
tidakberpengaruhterhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah periode 2012-2013.  
 Hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien regresi pendapatan 
pemerintah daerah  (b4) bernilai negatif sebesar -0,014, didukung nilai -thitung<-ttabel 
(-0,075 < -1,998)dan signifikansi> 0,05 (0,940 >0,05), sehingga dapat disimpulkan 
pendapatan pemerintah daerah tidakberpengaruhterhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2012-2013.  
6. DISKUSI 
1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah 
  Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena Ukuran 
organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut.Organisasi 
besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan dari pada 
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organisasi kecil Suhardjanto dan Yulianingtiyas (2011).Pemerintah daerah 
yang memiliki ukuran organisasi besar dituntut untuk melakukan transparansi 
atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui 
pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. 
  Hasil penelitian ini mendukung  Anzarsari (2014), Setyaningrum dan 
Syafitri (2012), Manik (2013), Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), 
Sumarjo dan Hendro (2010) dalam penelitiannya ditemukan ukuran 
pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
2. Pengaruh kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  
 Penelitian ini menunjukkan bahwa kemakmuran berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah, karena Kemakmuran adalah 
kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Sumarjo (2010) menyatakan 
bahwa kemakmuran (WLTH) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari PAD. 
PAD merupakan kekayaan rill dari masing-masing daerah. PAD sendiri 
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang  dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 
 Hasil penelitian ini mendukung Anzarsari (2014), Manik (2013), 
Masdiantini dan Erawati (2016), Setyaningrum dan Syafitri (2012), Lesmana 
(2010) dalam penelitiannya ditemukan kemakmuran berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 
3. Pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  
 Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena hal ini terlihat dengan 
masih buruknya pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.Banyaknya 
anggota DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan sedikitnya 
kehadiran anggota DPRD dalam menghadiri rapat diduga sebagai penyebab 
buruknya pengawasan DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 Hasil penelitian ini mendukung Aziz (2014), Anzarsari (2014), 
Lesmana (2010), Sumarjo dan Hendro (2010), Susanti (2010) dalam 
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penelitiannya ditemukan ukuran legislatif tidakberpengaruhterhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
4. Pengaruh pendapatan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah 
 Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah daerah 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena 
Pendapatan pemerintah daerah sebagai salah satu pendapatan pemerintah 
daerah yang berasal dari transfer dana dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Menurut 
Suhardjanto (2011) Transfer tersebut di Indonesia sebagai dana 
perimbangan. Adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 
di Indonesia  mengakibatkan kewenangan yang begitu luas yang diserahkan 
ke daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan. 
 Hasil penelitian ini mendukung Aziz (2014), Masdiantini dan Erawati 
(2016), Setyaningrum dan Syafitri (2012), Sumarjo dan Hendro (2010), 
Susanti (2010) dalam penelitiannya ditemukan pendapatan pemerintah 
daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
7. SIMPULAN 
 Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan terhadap data sekunder 
penelitian, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: Ukuran 
Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013, Kemakmuran 
berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013, Ukuran legislatif tidak berpengaruh  
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2012-2013, dan Pendapatan Pemerintah daerah tidak berpengaruh  
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2012-2013. 
 penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah Variabel 
13 
yang digunakan hanya mencakup Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE), Kemakmuran 
(WLTH),Ukuran Legislatif (DPRD), Pendapatan Pemerintah daerah (IR) dan 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KNJ). Hasil yang berbeda mungkin akan 
diperoleh apabila peneliti menambahkan variabel-variabel lain yang terkait, Objek 
yang diteliti hanya mencakup kabupaten/kota yang berada di satu provinsi saja yaitu 
provinsi Jawa Tengah, dan Periode pengamatan yang digunakan hanya dua tahun 
hal ini kurang representatif mengingat tahun pengamatan yang digunakan adalah 
hanya dua tahun yaitu dari tahun 2012dan 2013 saja. 
 Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat 
dijadikan sebagai acuan untuk memberikan saran guna meningkatkan kualifikasi 
penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah 
Menambahkan variabel yang ada dengan variabel  yang lain agar hasilnya dapat 
menggambarkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah, Memperluas objek 
penelitian, dengan cara menambah sampel penelitian dari kabupaten maupun kota 
yang berada di provinsi lain mengingat di Indonesia terdapat 33 propinsi, 
Menambahkan tahun periode pengamatan, dengan cara memilih periode yang 
sekiranya bisa representatif dalam menjelaskan kondisi kinerja keuangan 
pemerintah daerah.  
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